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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN CANDIPURO

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 e-Mail : candipurookeku@gmail.com

CANDIPURO – 67373

Candipuro, 6 Februari 2019
Nomor
: 482/////////427.100/2019 



Kepada

Sifat

: Penting 




    Yth.Sdr. Kepala Dinas Kominfo

Lampiran
: -
                                                                Kab. Lumajang  

Perihal
: Identifikasi Informasi yang

    di - 
Kkkipuro          di kecualikan 




LUMAJANG.
Mencukupi Surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tanggal  22 Januari 2019 , Nomor  482/ 290 / 427.53/ 2019 perihal pada pokok surat, bersama ini kami kirim dengan hormat data informasi yang dikecualikan OPD Kecamatan Candipuro.

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

CAMAT CANDIPURO

ERIK K.S.Ay.PUTRO S.STP

NIP. 19810923 199912 1 002

IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID PEMBANTU KECAMATAN CANDIPURO
	No
	Informasi ( berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)
	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)
	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)

	
	
	
	Dibuka
	Ditutup
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Daftar Pemilihan dan Kontrak Pengadaan  Barang dan Jasa
	Perpres 54/ 2010

Beserta Perubahannya
	· Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan Perlindungan tidak sehat

	· Melindungi hak atas Pengadaan barang dan Jasa
	Selama masa digunakan

	2
	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa
	· UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 B (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) 

· UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 I (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
	· Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat
· Mengganggu Proses Penyelesaian Surat-surat badan milik public yang sifatnya rahasia

· 
	· Melindungi hak atas pengadaan barang dan jasa

· 
	Selama masa digunakan

	3
	Surat Pertanggung jawaban Belanja


	- Perbup Pedoman Pengelolaan

  Keuangan Daerah
	· Mengganggu kepentingan sistem pengelolaan Belanja

	· Melindungi hak atas Pengadaan barang dan jasa
	Selama masa digunakan

	4
	Lokasi Server E-KTP
	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektroonik, Pasal 25
	· Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 

· Dapat Menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan Pencurian Data)


	· Melindungi hak atas kekayaan intelektual 

· Melindungi/mengamankan perangkat serta data 
	Selama Masa digunakan

	5
	Internet Protocol/ IP Address Private
	· UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektroonik, Pasal 25, pasal 30 s.d 37

· UU No. 11 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j


	· Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intekeltual

· Memungkinkan adanya penerobosan/ peyalahgunaan hak akses
	· Melindungi hak atas kekayaan intelektual

· Melindungi dan mengamankan hak akses, Perangkat serta data 
	Selama Masa digunakan

	6
	Bandwith Management
	· UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektroonik, Pasal 25, pasal 30 s.d 37

· UU No. 11 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j


	· Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intekeltual

· Memungkinkan adanya penerobosan/ peyalahgunaan hak akses
	· Melindungi hak atas kekayaan intelektual

· Melindungi dan mengamankan hak akses, Perangkat serta data 
	Selama Masa digunakan


	7
	Data Pribadi Pegawai
	Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 H 

	Dapat mengungkap rahasia pribadi
	Melindungi data Pribadi
	Selama Masa digunakan

	8
	MoU/SPK yang masih dalam proses
	· UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 I (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 

· Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)


	· Mengganggu Proses Penyelesaian Surat-surat badan milik public yang sifatnya rahasia
· Memungkinkan adanya penyelewengan dalam obyekfitas penilaian
	Melindungi Pelaksanaan Proses penyelesai Surat-surat badan milik publik yang sifatnya rahasia


	Selama Masa digunakan

	9
	Nota Dinas
	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 I (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)

	Mengganggu Proses Penyelesaian Surat-surat badan milik publik yang sifatnya rahasia


	Melindungi Pelaksanaan Proses penyelesai Surat-surat badan milik publik yang sifatnya rahasia


	Selama Masa digunakan

	10
	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
	· Permendagri No 13/ 2006
	· Mengganggu sistem Perencanaan kesesuaian kebijakan
	· Melindungi sistem Perencanaan untuk kebijakan

	Selama Masa digunakan


	11
	Rincian Harga Perkiraan Sendiri
	· Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) 
· Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 
· Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

	· Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak seha
· Mengganggu Proses Penyelesaian Surat-surat badan milik public yang sifatnya rahasia
· Mengganggu Proses lelang jika di lelangkan 
	· Melindungi hak atas pengadaan barang dan jasa

· Melindungi Surat- Surat berharga Rincian detail 
· Melindungi Efiesiensi Anggarab 
	Selama Masa digunakan

	12
	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)
	· Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 
· Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 
· UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

	· Mengganggu Proses Pencapai Nilai DP3

	· Melindungi Nilai DP3 Pegawai
	Selama Masa digunakan

	13
	Daftar Pengangkatan PNS dalam Jabatan dan Usulan Mutasi
	· Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 
· Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 
· UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

	· Mengganggu Proses Pengusulan Penggangkatan PNS dan mutasi
	· Melindungi Proses Pengusulan Penggangkatan PNS dan mutasi
	Selama Masa digunakan

	14
	Kearsipan yang menurut sifatnya rahasia : 

· Surat Keterangan Bersih Diri 

·  Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup
	· Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) 
· Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) 
· Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)

	· Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
· Dapat Mengungkap Data Pribadi Pegawai
	· Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
· Melindungi Data Pribadi Pegawai
	Selama Masa digunakan

	15
	Buku Register Organisasi Terlarang (OT)
	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)

	· Dapat Mengungkap data Pribadi Masyarakat
	· Melindungi data Masyarakat
	Selama Masa digunakan

	16
	Akta Peralihan Hak atas Tanah
	· Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) 

· Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 

· UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria
	· Dapat menggangu Proses Transaksi Pertanahan di Wilayah
	· Melindungi data Transaksi Pertanahan di Wilayah
	Selama Masa digunakan


Candipuro, 6 Februari 2019
CAMAT CANDIPURO
                   ERIK K. S. Ay. PUTRO
    NIP. 19810923 199912 1 002
